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TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM, KONSUMEN,

PERLINDUNGAN KONSUMEN, JASA TRANSPORTASI ONLINE

A. Teori Perlindungan Hukum Jasa Transportasi Online

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari
teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam
menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat
universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.
Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah
cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia
yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus
melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan
hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang
pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur
hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2000) .

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain
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dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. bahwa hukum dapat
difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar
adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif (Lili Rasjidi
dan 1.B Wysa Putra, 1993, p. 118).

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum
tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan
antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan
hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek
ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk
ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum.
Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan hak—hak
keperdataan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat
dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak
keperdataan subjek hukum tertentu.” (Natsir Asnawi, n.d.)

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak
berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak,
maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain. Menurut teori perlindungan
hukum terkait dengan hukum ekonomi yang dibangun Salmond seperti
ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum,

yaitu:
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a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. la juga
disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi
sasaran dari hak;

b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang
kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;

c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain
untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan sesuatu
perbuatan (omission). Hal ini disebut sebagai isi hak;

d. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa
disebut sebagai objek dari hak; dan

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu
peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada
pemiliknya. (Dyah Ochtorina Susant, n.d.)

Pada dasarnya dalam setiap hubungan kesepakatan kerja
berpotensi memunculkan permasalahan, maka konsep perlindungan
hukum merupakan condition sine qua non. bahwa sarana hukum yang
digunakan  dalam perlindungan hukum antara lain  adalah
perundangundangan serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan
hukum perdata (Natsir Asnawi, n.d.).

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan
hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat

kesepakatan, dimana pada saat mengemas klausul-klausul dalam
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kesepakatan, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya
terpenuhi atas dasar kata kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko
dapat dicegah melalui klausul-klausul yang dikemas atas dasar
kesepakatan, sehingga dengan klausula tersebut para pihak akan
memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka
bersama.

M. Isnaeni berpendapat bahwa sumber perlindungan hukum
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum
eksternal dan perlindungan hukum internal (Moch. Isnaeni, 2016, p. 159).
Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, disaat
kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam artinya
mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas dasar
hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan
kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan saat para pihak
menyusun klausul-klausul kesepakatan, sehingga perlindungan hukum
dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat
regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang
-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara
proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang
sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat
dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi

pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka
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kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan
perundangperundangan memberikan perlindungan hukum kepada para

pihak secara proporsional.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi
subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan
untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan
dalam melakukan suatu kewajiban.” (Muchsin, 2003, p. 14)

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat
bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya
sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi
tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak
karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam
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mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia
belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum
preventif.
Perlindungan Hukum Represif

bahwa Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,
penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum
(CST Kansil, 1989). Perlindungan hukum represif bertujuan untuk
menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum
oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia
termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan
hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-
konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan
peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua
yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara

hukum.
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3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan
dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur
serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan
dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk
menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat
yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.
Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di
dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan
(Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan
manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu
(Ishag, 2009):

a) Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit);

b) Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit);
c) Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan

d) Jaminan Hukum (Doelmatigkeit).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur
pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk
merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh
keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi
nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta

memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak
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terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara
sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi
terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi
sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan
manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum
yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.
Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum
merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-
wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena
dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan
damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan
penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan
hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan
sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di
dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan
baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat
melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang
senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud
tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman,
kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Perlindungan hukum tidak hanya memperkuat substansi

dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun fungsi
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hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat. Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw
Malinowski yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berperan
dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan
tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang)
maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum
yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam
hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan
bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap
individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum
mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat
umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian
hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan
juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim
yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang

telah diputuskan (Peter Mahmud Marzuki, 2009, p. 157).
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Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir)
dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain
sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Fungsi perlindungan kerja terhadap pekerja sangat diperlukan
mengingat tekanan kerja yang tinggi. Selain itu, stigma yang berlaku di
masyarakat bahwa kedudukan pekerja dengan pelaku usaha berbeda
(pekerja dibawah dari pelaku usaha). Hal tersebut yang membuat
urgensi perlindungan kerja terhadap pekerja diperlukan. Hadirnya
perlindungan kerja juga untuk memenuhi hak-hak dasar pekerja,
persamaan (equality) dalam bekerja, tidak adanya unsur ancaman yang
melanggar peraturan perundang-undangan seperti diskriminasi,
intimidasi dan sebagainya. Konflik norma yang ditimbulkan dari
ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma
atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian hukum
sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan
yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan
undangundang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan
bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak
pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu

harus dipulinkan seperti sediakala (Djubaedillah, 2013, p. 26).
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Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah
dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik
antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah
lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-
undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan
yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal
semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum

tidak mempunyai daya prediktibilitas.

B. Kedudukan Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Transportasi Online

1. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari
produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap
orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk
diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi (Janus Sidalabok, 2014, p.
12).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah
konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
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sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan.

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah pembeli
(koper). Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli.
Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh
mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan
mengatakan, Consumers by definition include us all (Shidarta, 2003).

Pengertian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan
Konsumen, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a.  Konsumen adalah setiap orang
Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan
usaha (badan hukum atau non hukum).
b.  Konsumen sebagai pemakai
Pasal 1 angka 2 UUPK menegaskan bahwa UUPK
menggunakan kata pemakai untuk pengertian konsumen akhir.
Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas yaitu
semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri
sendiri.
c. Barang dan/atau jasa
Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya
untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa
yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk

digunakan oleh konsumen.
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d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat
Barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan telah
tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami
kesulitan untuk mengkonsumsinya.
e. Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain atau makhluk hidup
Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap
pemakaian suatu barang dan/atau jasa.
f.  Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan
Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu
hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini
adalah konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang telah diperolehnya. Namun untuk dikonsumsi sendiri.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang
Perlindungan Konsumen tersebut bahwa konsumen yang dimaksud
adalah konsumen akhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa
untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk

memelihara/merawat harta bendanya.
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2. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen
Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak
adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan
sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga
dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya
dilindungi oleh hukum (Sudikno Mertokusumo, 2005).
Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu:
1) Hak manusia karena kodratnya
Yaitu hak yang kita peroleh sejak lahir. Seperti hak untuk
hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat
oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
Hak inilah yang disebut hak asasi.
2) Hak yang lahir dari hukum
Yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada
manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga
masyarakat.
3) Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan
orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian
Yaitu hak yang didasarkan pada perjanjian/ kontrak antara orang
yang satu dengan yang lain. Contohnya peristiwa jual beli. Hak
pembeli adalah menerima barang, sedangkan hak penjual adalah

menerima uang.
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Dengan demikian, hak-hak konsumen itu terdiri dari :

a) Hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup);

b) Hak konsumen sebagai subyek hukum dan warga negara (yang

bersumber dari undang-undang/ hukumy); dan

c) Hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam

hubungan kontrak dengan konsumen-pelaku usaha).

Masyarakat Ekonomi Eropa menetapkan hak-hak dasar

konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat

perlindungan di dalam perundang-undangan negara-negara Eropa,

yaitu :

1)
2)
3)

4)

Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
Hak mendapat ganti rugi; dan

Hak untuk didengar.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah :

a.

Hak atas kenyaman, keamanan dan Kkeselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;

Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/ atau jasa;
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d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/
atau jasa yang digunakan; ) Hak untuk memdapatkan advokasi,
perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut;

e. Hak untuk memdapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan

h. Hak-hak yang diatur  dalam  ketentuan  peraturan
perundangundangan lainnya.

Selanjutnya masing-masing hak-hak konsumen tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang dan/atau jasa;

Konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman,
aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu,
konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam
kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau
mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian,

setiap produk baik dari segi komposisi bahan, kontruksi, maupun
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2)

3)

4)

kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan
Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan

kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk
tertentu sesuai dengan kebutuhannya, Kebebasan memilih ini
berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha.
Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar
konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu
produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat
memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta
terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan
produk.
Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar
tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri
dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai

hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila
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5)

6)

informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang
memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang
telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa
pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat
disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif,
baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh
suatu lembaga tertentu, misalnya melalui YLKI.
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
Pelaku usaha tentu memahami mengenai barang dan/atau
jasa, sedangkan di sisi lain, konsumen sama sekali tidak
memahami proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga
posisi konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh
karena itu, konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan,
serta upaya penyelesaian sengketa secara patut.
Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
Konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan
mengenai mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang baik.
Produsen pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar dan
mendidik sehingga konsumen makin dewasa bertindak dalam
memenuhi kebutuhannya, bukan sebaliknya mengeksploitasi

kelemahankelemahan konsumen terutama wanita dan anak-anak.
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7)

8)

9)

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif

Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan
sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama
kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan
ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial.
Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan
keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan
barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.
Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur
tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan)
maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan
perundangundangan lainnya

Sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan
ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang
hakhak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai

dengan perkembangan zaman.

47



b. Kewajiban Konsumen
Menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban

konsumen adalah :

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan
dan keselamatan;

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa;

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Selanjutnya masing-masing kewajiban konsumen tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut :

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi
keamanan dan keselamatan

Adapun kewajiban konsumen membaca atau
mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan
keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan.
Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha

menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk,
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2)

3)

4)

namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah
disampaikan kepadanya.
Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya
tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini
tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk
dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi
dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan
terjadinya  kerugian  bagi  konsumen  dimulai  sejak
barangdirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar
yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa
dan sudah semestinya demikian.
Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelesan lebih
lanjut adalah kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum
sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini
dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya
UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus

seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana
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tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat
kepolisian dan/atau kejaksaan. Adanya kewajiban seperti ini
diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah
untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya

penyelessaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

C. Perlindungan Konsumen Dalam jasa Transportasi Online

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat
asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga
mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen (Az.
Nasution, 2002).

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri
maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti
menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu.
Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya
kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai

kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen
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juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal (Husni

Syawali dan Neni Sri Imaniyat, 2000, p. 23).

Lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan
dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal
misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen
lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli
produk yang telah tersedia dipasaran. Perlindungan terhadap konsumen
sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan
tekonologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan
efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam
rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai
kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka
konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan (Erman

Rajagukguk et al, 2000) :

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian
hukum;

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan
kepentingan seluruh pelaku usaha;

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha

yang menipu dan menyesatkan; dan
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e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada

bidang-bidang lainnya.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen
berasaskan manfaat, keadilan, keamanan, dan keselamatan
konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagi usaha
bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam
pembangunan nasional, yaitu (Ahmadi Miru, 2015, p. 25) :

1) Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan
pelaku usaha secara keseluruhan;

2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara

adil;
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3)

4)

5)

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha,
dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual,

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan
untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan; dan

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha
maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan

Konsumen bertujuan :

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian

konsumen untuk melindungi diri

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang

dan/atau jasa;
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3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam meilih,
menetukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; dan

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,
kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen.

D. Layanan Transportasi Online Di Indonesia

1. Pengertian Transportasi Online

Kata transportation diartikan oleh Black Law Dictionary sebagai the
removal of goods or persons from one place to another by a carrier,
dimana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagali
perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan (Baiq Setian, 2016).

Kata selanjutnya adalah kata online yang dalam bahasa Indonesia

sering diterjemahkan sebagai dalam jaringan, atau yang lebih dikenal
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dalam singkatan daring. Pengertian online adalah keadaan komputer
yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.

Pengertian transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi
yang berbasis internet dalam setap kegiatan transaksinya, mulai dari
pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap
pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk
dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan
mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan

(teknologi).

. Tujuan dan Manfaat Transportasi Online

Adapun tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis
aplikasi online adalah sebagai berikut :

a. Praktis dan mudah digunakan, layanan jasa transportasi berbasis
aplikasi online ini cukup menggunakan telepon pintar yang sudah
menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi online yang
ada di dalamnya, kita dapat melakukan pemesanan layanan jasa
transportasi;

b. Transparan, dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini
juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti setiap
informasi jasa transportasi online secara detail seperti nama driver,
nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, waktu

perjalanan, lisensi pengendara dan lain sebagainya;
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c. Lebih terpercaya, maksudnya di sini lebih terpercaya adalah para
pengemudi atau driver sudah terdaftar di dalam perusahaan jasa
transportasi berbasis aplikasi online ini berupa identitas lengkap
dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI) sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian
terhadap pengguna jasa transportasi ini; dan

d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, salah
satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online yaitu Go-
Jek telah melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi
Allianz dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan

bagai para pengguna jasa transportasi Go-Jek.

3. Pengaturan Transportasi Online

Purwosutjipto,  menyatakan ~ bahwa  dengan  semua
Perkembangan Informasi Teknologi Elektronik, sudah barang tentu
menjadi sebuah dampak yang positif dalam bidang pengangkutan.
Pengangkutan adalah proses dari orang yang mampu mengikatkan diri
untuk mengadakan perpindahan barang dan/atau orang dari satu titik
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan keadaan seperti semula.

Pengangkutan adalah kegiatan menaikan penumpang atau barang
pada sebuah alat pengangkut, kegiatan memindahkan penumpang atau

barang pada tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan menurunkan
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penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut ketempat
tujuan yang disepakati (Abdulkadir Muhammad, 2008).

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan
adalah perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan Kendaraan dalam berlalu lintas di
jalan. Kemudian, pada Pasal 1 angka 23 UndangUndang No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan pengangkut, dalam hal ini pengemudi adalah
orang yang memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) serta dapat
mengemudikan kendaraan bermotor dalam lalu lintas di jalan.
Kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut pernumpang
dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan
selamat sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutannya.
Pada Pasal 1 angka 7 UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan adalah
suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Tidak Bermotor.

Setelah mengetahui definisi dari pengangkutan dan angkutan, selanjutnya
yakni hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, yang mana
pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan
barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya,

yaitu pengirim barang, penerima barang dan penumpang wajib menunaikan

pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.
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Saat ini, jasa pengangkutan telah mengalami banyak
perkembangan, salah satunya ialah layanan Ojek online. Ojek online ini
ialah sebuah inovasi angkutan barang dan/atau orang yang terbentuk
pada Tahun 2011 lalu kemudian baru mulai berkembang pada Tahun
2015. Ojek online merupakan jasa transportasi darat yang dapat
digunakan dengan cara mengunduh sebuah aplikasi pada setiap masing-
masing smartphone kemudian memesan sesuai dengan kebutuhan
setiap penggunanya. Dalam proses pengangkutannya, Ojek online
selain menyediakan jasa angkutan barang juga menyediakan jasa
angkutan orang. Dengan adanya inovasiinovasi yang positif ini,
menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat karena
dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan.

Dalam pemaparan tersebut diatas, ojek online merupakan suatu
kegiatan pengangkutan karena mampu melakukan kegiatan
perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain
dalam keadaan semula dengan menggunakan Kendaraan dalam berlalu
lintas di jalan. Dengan kemampuan Ojek Online melakukan kegiatan
pengangkutan tersebut, dasar hukum penyelenggaraannya Ojek Online
pada pasal 137 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa angkutan orang
yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil
penumpang, atau bus. Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan
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bahwa sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang dapat
mengangkut orang/dan atau barang. Pada Pasal 3 huruf ¢ Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum
Tidak dalam Trayek menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan
dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan
Aplikasi berbasis teknologi informasi. Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun
2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang
Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menyatakan bahwa pada
intinya sepeda motor dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat
dengan wajib memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan,
keterjangkauan, dan keteraturan. Dari penjelasan dasar hukum diatas,
maka ojek online dapat melakukan proses pengangkutan. Namun,
terdapat ketentuan-ketentuan yang mebatasi kegiatan pengangkutan itu.

Seperti dalam hal mengangkut barang.
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